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ABSTRAK 
 

Kontradiksi argumen muncul mengenai penentuan batas usia perkawinan 

dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU/XV/2017 dan Undang-

undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Ragam pandanganpun terjadi 

mengenai kedua aturan tersebut, padahal argumen yang terbangun akan menjadi 

alasan utama untuk memperkuat ataupun melemahkan penerapan aturan hukum. 

Khususnya bagi pertimbangan hakim dalam memandang penetapan dispensasi 

kawin yang secara tidak langsung berhubungan dengan usia minimal perkawinan. 

Argumen ada mengenai penentuan batas usia perkawinan dalam putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU/XV/2017 dan Undang-undang Nomor 16 

Tahun 2019 tentang Perkawinan pada dasarnya semata-mata dilaksanakan untuk 

mencapai kemaslahahan umat, yang mana kemudian juga penting dikaji mengenai 

konsep maslahah mursalah dalam ketentuan batas usia minimal perkawinan. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana argumen-argumen 

penentu batas usia perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor:22/PUU/XV/2017 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang 

Perkawinan? 2) Bagaimana perspektif maslahah mursalah terhadap argumen-

argumen penentu batas usia perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 22/PUU/XV/2017 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang 

Perkawinan? 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah 

termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif 

juga disebut penelitian perpustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah yuridis normatif, yuridis yang berarti hukum dilihat sebagai norma atau 

das sollen, karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan 

bahan-bahan hukum (baik hukum tertulis maupun tidak tertulis). Data yang utama 

yang digunakan yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU/XV/2017 

dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.  
 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, argumen menjadi salah 

satu dasar yang dapat menguatkan penerapan aturan hukum, khususnya dalam 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:22/PUU/XV/2017 dan Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sehingga ditemukan pandangan yang 

lebih komprehensif dalam memandang sebuah pokok masalah. Kedua landasan 

hukum ini saling melengkapi, meskipun pada akhirnya batas usia minimal yang 

ditentukan yaitu 19 tahun dengan acuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 

tentang Perkawinan.  Kedua, dalam perspektif maslahah mursalah konsep ini 

mendorong aspek manfaat atas keputusan yang diambil berlandaskan ketentuan 

aturan yang berlaku. Argumen mengenai penentuan batas usia perkawinan dalam 

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU/XV/2017 dan Undang-undang 

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pada dasarnya semata-mata 

dilaksanakan untuk mencapai kemaslahahan. Khususnya dalam kajian ini 

mengkomparasikan pandangan argumen serta konsep maslahah yang terfokus 

dalam aspek kesehatan, psikologis, dan sosiologis seseorang yang dipengaruhi 

oleh faktor usia. 

 

Kata Kunci: Argumen-Argumen Persamaan, Batas Usia Perkawinan, Indonesia. 
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ABSTRACT 

Law Number 16 of 2019 stipulates that the age limit for marriage for women 

and men is 19 years. Meanwhile, in Islamic law, it is not specified regarding the 

age limit for marriage, which is only limited to the condition that they are already 

mature. Then the official regulation appears a rule that limits a person's marriage 

age in carrying out a marriage as stated in Law number 16 of 2019. The formulation 

in this study is 1) How are the arguments for the equality of marriage age limits in 

the Constitutional Court Decision Number: 22/Puu /Xv/2017 and Law Number 16 

of 2019 concerning Marriage?. 2) What is the perspective of Maslahah mursalah 

on the arguments for the equality of the age limit for marriage in the Constitutional 

Court Decision Number 22/Puu/Xv/2017 and Law Number 16 of  2019 concerning 

Marriage? 

The type of research used in the preparation of this thesis is included in the 

category of normative legal research. Normative legal research is also called 

library research. The approach used in this research is normative juridical, which 

means that the law is seen as a norm or das sollen, because in discussing the 

problems of this research, legal materials (both written and unwritten law) are used. 

The main data used are Constitutional Court Decision Number 22/PUU/XV/2017 

and Law Number 16 of 2019 concerning Marriage. The study in this study was 

also carried out with a Maslahah mursalah approach to the arguments for the 

equality of the age limit for marriage in the Constitutional Court Decision Number 

22/Puu/Xv/2017 and Law Number 16 of 2019 concerning Marriage. The concept 

of Maslahah mursalah in looking at the age limit of marriage. 

The results of this study indicate that the Constitutional Court Decision 

Number: 22/PUU/XV/2017 and Law No. 16 of 2019 has fundamental differences 

in determining the age limit for marriage for men and women, in the Constitutional 

Court Decision Number: 22/PUU/XV/2017 explains the age limit for marriage 

between men 19 years and women is 18 years, while the age limit for marriage 

between men and women is 18 years. Marriage between a man and a woman in 

Law Number 16 of 2019 concerning marriage explains that the minimum age for 

men and women is 19 years. The Maslahah mursalah approach in looking at the 

age limit for marriage is carried out as it must be carried out to achieve the common 

good, so that a decision is carried out as an effort to encourage the principle of 

benefit. Especially in this study, it focuses on the health, psychological, and 

sociological aspects of a person in carrying out their marriage. These three aspects 

are important reasons for someone to be able to get married, because it will have 

an impact on the continuity of their household relationships. So that by determining 

the age limit this will be able to encourage a person's health, psychological, and 

sociological conditions that support marriage. 

Keywords: Equality Arguments, Marriage Age Limit, Indonesia. 
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MOTTO 

Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak 

menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. 

Menulis adalah bekerja untuk keabadian, berterimakasihlah 

pada segala yang memberikan kehidupan.  

-Pramoedya Ananta Toer, 2005- 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan 

bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan 

tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia, 

pada Surat Keputusan Bersama. Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1997 

dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya sebagai berikut: 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

ا Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 

ب Bā’ B Be 

ت Tā’ T Te 

ث Ṡā’ ṡ es (dengan titik di atas) 

ج Jīm J Je 

ح Ḥā’ ḥ ha (dengan titik di bawah) 

خ Khā’ Kh ka dan ha 

د Dāl D De 

ذ Żāl ẑ zet (dengan titik di atas) 

ر Rā’ R Er 

ز Zāi Z Zet 

س Sīn S Es 

ش Syīn Sy es dan ye 

ص Sād ṣ es (dengan titik di bawah) 

ض Dād ḍ de (dengan titik di bawah) 

ط Ṫā’ ṭ te (dengan titik di bawah) 

ظ Żā’ ẓ zet (dengan titik di bawah) 

ع ‘Ain ‘ koma terbalik di atas 
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 Gain G Ge غ

 Fā’ F Ef ف

 Qāf Q Qi ق

 Kāf K Ka ك

 Lām L ‘el ل

 Mim M ‘em م

 NūN N ‘en ن

 Wāwu W W و

 Hā’ H Ha هـ

 Hamzah ` Apostrof ء

 Yā’ Y Ye ي

 

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 

دَة    Ditulis Muta‘addidah مُـتَعَدِّ

 Ditulis ‘iddah عِدَّة

 

C. Tā’ marbūṭah di akhir kata 

1. Bila dimatikan ditulis h 

 Ditulis Ḥikmah حِكْمَة 

 Ditulis ‘illah عِلـَّّة

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap 

dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bila diikuti dengan kta sandang ‘al’ sert bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis dengan h. 

 ’Ditulis Karāmah al-auliyā كَرَامَةاُلأوليِاَء

 

3. Bila ta/ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah 

ditulis t atau h. 

 Ditulis Zakāh al-fiṭri زَكَاة الفطِْرِ 
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D. Vokal Pendek  

---- ََ --- Fathah Ditulis A 

 Fathah Ditulis fa‘ala فعَل

---- َِ --- Kasrah Ditulis I 

 Kasrah Ditulis ẑukira ذُكر

---- َُ --- Ḍammah Ditulis U 

 Ḍammah Ditulis yażhabu يذَهب

 

E. Vokal Panjang 

1 fatḥah + alif Ditulis Ā 

 Ditulis Jāhiliyyah جَاهِلِـيَّة  

2 fatḥah + yā’ mati  Ditulis Ā 

 Ditulis Tansā تَـنْسَى  

3 kasrah + ȳa’ mati Ditulis ī 

 Ditulis karīm كَرِيْـم  

4 ḍammah + wāwu mati Ditulis ū 

 Ditulis furūḍ فرُُوْضُ   

 

F. Vokal Rangkap 

1 fatḥah + yā’ mati Ditulis Ai 

 Ditulis Bainakum بَـيْنَكُمْ   

2 fatḥah + wāwu mati  Ditulis Au 

 Ditulis Qaul قوَْل  

 

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

apostrof 

 Ditulis A’antum أأَنَْتمُْ 

 Ditulis U‘iddat أعُِدَّتْ 

 Ditulis La’in syakartum لئَنِْ شَكَرْتُمْ 
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H. Kata sandang alif + lam 

1. Bila diikuti huruf Qamariyyh ditulis dengan menggunkan huruf “I”. 

 Ditulis Al-Qurān الَْقرُْأن

 Ditulis Al-Qiyās الْقيِاَسْ 

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) 

nya. 

 ’Ditulis As-Samā السَّمَاء

 Ditulis Asy-Syams الشَّمْس 

 

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

 Ditulis Zawī al-furūḍ الْفرُُوْضذَوِى 

ـنَّة   Ditulis Ahl as-Sunnah أهَْل السُّ

 

J. Huruf Besar 

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang 

Disempurnakan. 

K. Pengecualian 

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada: 

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam 

Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Quran, hadis, mazhab, 

syariat, lafaz. 

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh 

penerbit, seperti judul buku al-Hijab. 

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari 

negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, 

Ahmad Syukri Soleh 

4. Nama penerbit di Indonesia yang mengguanakan kata Arab, misalnya 

Toko Hidayah, Mizan. 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

نيا أمور  على نسْتعين وبه العالمين، رب   لله الحمد ين، الد    إله ل  ان أشهد والد 
 
 إل

ن   وأشهد الله
َ
دا  ا د على صل   اللهم .ورسوله عبده محم    وأصْحابه  أله وعلى محم 

ا. أجمعيْن  .بعد أم 

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam, yang 

telah mencurahkan rahmat, hidayah, taufik dan inayah-Nya.  Sehingga penyusun 

mampu menyelesaikan tesis ini dengan lancar. Sholawat serta salam semoga tetap 

tercurahkan kepada junjungan kita nabi Agung Muhammad SAW sang 
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karena itu kritik dan saran dari pembaca sangat penyusun harapkan demi perbaikan 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia sebagai makhluk sosial identik dengan kebutuhan untuk 

berpasangan, baik dalam lingkup yang luas ataupun lingkup yang sempit. 

Khususnya dalam lingkup yang sempit yaitu umumnya manusia melaksanakan 

suatu perkawinan yang akan menjadi ikatan antara dua orang saja. Pelaksanaan 

perkawinan dilaksanakan dengan ketentuan dan batasan sesuai aturan yang berlaku 

dinilai dari segi hukum positif berdasarkan pandangan agama. Aturan tentang 

perkawinan secara emplisit tertuang dalam Undang-undang yang sah tentang 

perkawinan sesuai dengan ketentuan negara dan agama.1  

Aturan-aturan dalam perkawinan namun juga memiliki kelemahan, yaitu 

pada sisi yang berlawanan dan berpotensi menimbulkan terjadinya kontradiksi 

dengan aturan-aturan lainnya. Dalam melangsungkan perkawinan memiliki syarat 

dan aturan yang di tata secara masif sehingga menimbulkan aturan-aturan 

mengikat yang harus di taati. Termasuk sebab akibat yang harus diikuti atas 

timbulnya pertikaian perkawinan menyebabkan permohonan dispensasi 

perkawinan. Berhubungan dengan pertikaian yang terjadi dalam perkawinan, ini 

identik dengan persoalan kedewasaan. Maka, batasan umur mempelai yang hendak 

melangsungkan pernikahan akan menjadi pertimbangan penting demi keutuhan 

perkawinan. Dengan adanya aturan tersebut, maka perkawinan bukan merupakan 

 

1 Triadi, "Proses Perkawinan Menurut Hukum Adat di Kepulauan Mentawai Di Sebelum Dan 

Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," Ensiklopedia Of 

Journal 1.2, (2019). 
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hal biasa, melainkan dilaksanakan dengan penuh aturan mengikat yang 

dilaksanakan demi kebaikan, khususnya penentuan usia.2  

Pembatasan usia menjadi topik penting, dalam konteks perkawinan di 

Indonesia. Batas usia diatur dengan jelas dalam undang-undang yang harus 

dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan di negara republik Indonesia.3 

Undang-Undang atau aturan menjadi produk hukum yang menjadi jaminan bagi 

kepentingan masyarakat. Seiring perkembangan yang terjadi, maka perlu adanya 

ijtihad dari pembuatan undang-undang yang akan disesuaikan dengan kultur 

masyarakat di negara Indonesia. Pentingnya para pembuat hukum-hukum melalui 

undang-undang untuk memahami situasi yang terjadi di masyarakat. Sendi-sendi 

hukum tentunya mementingkan kemaslahahan, keadilan, kemanusiaan dan tidak 

menjadi beban bagi pengguna hukum.4 

Perkawinan dan penetapan usia minimal seseorang dapat melangsungkan 

perkawinan khususnya diatur secara khusus dalam Undang-

UndangiNomori16iTahuni2019 tentang Perkawinan memiliki prinsip hukum yang 

sejalan dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia khususnya mengenai 

batasan usia, pihak Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkaniputusan 

mahkamahikonstitusiidengan Nomor:22/PUU/XV/2017, salah satunyaiyaitu 

pertimbanganimahkamah konstitusiiitu akan berdampak pada terhalanginyai 

pemenuhan hak-hakidan atauihak-hak konstitusionaliwarga negara, ibaik yangi 

termasuk dalamikelompok hak-hakisipil, politik, ihak-haki ekonomi, pendidikan, 

 

2 Holilur Rohman, "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah," Journal of 

Islamic Studies and Humanities 1.1 (2017), hlm. 67-92. 
3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7. 
4 Hasby As-Shiddieqy, Pengantar Ilmu Fiqh, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1989), 

hlm. 7. 
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isosial, dani kebudayaan, yangiseharusnya tidakiboleh dibedakanisemata-mata 

berdasarkanialasan jenisikelamin.5 

Perkembangan sosial yang terjadi kemudian menuntut perubahan usia 

minimal perkawinan khususnya dalam aturan hukum yang sah. Salah satu upaya 

dalam perubahan hukum khususnya pada putusan MK yang menjelaskan usia 

perkawinan. Mulanya pada Putusan MahkamahiKonstitusi Nomor: 

i22/PUU/XV/2017 berlandasanidengan berbagaii relevansi peristiwaiterkait 

batasiusiaiminimal perkawinaniini mendorongisejumlah kelompokimasyarakat 

untuk dapat mengajukan  gugatani judiciali review terhadap Pasal 7 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada  Mahkamahi 

Konstitusii agar pasalitersebut menjadii konstitusional bersyarat, yaituisepanjang 

dibacaimenjadii18  (delapan ibelas) itahun. Gugatan terhadap Pasal 7 ayat (1) 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dilaksanakan dengan 

landasan atau dengan menggunakan dasar konstitusionl sebagaimana Pasal 

28iUndang-Undangi Dasar Negarai Republik IndonesiaiTahun 1945 dalam 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 30-74/PUU/XII/2014 untuk menaikkan 

batas usia minimal perkawinan terhadap perempuan dilatar belakangi dengan 

tingginya angka perceraian serta masalah kesehatan dan sosial terhadap perempuan 

akibat praktik perkawinan anak. 

MahkamahiKonstitusi pada tanggal 18 Juni 2015 mengeluarkan putusan 

Nomor: 30-74/PUU/XII/2014 yang pada pokoknya menolak permohonan para 

penggugat seluruhnya. Putusan tersebut berkaitan dengan penolakan gugatan 

 

5 Ansori dan M. Fuada Zain, “Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Pasca Putusan MK 

Nomor 22/PUU-XV/2017 Sebagai Penguat Bangsa di Era Industri 4.0,” hlm. 54.  
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dengan rasio yang mana disebutkan mengenai kenaikan minimal usia perkawinan 

pada dasarnya juga tidak dapat menjamin pernikahan terhindar dari perceraian dan 

permasalahan yang berkaitan dengan sosial dan Kesehatan. Undang-undang yang 

mempertimbangkan batasan usia perkawinan dapat dirubah sewaktu-waktu sesuai 

dengan kebijakan hukum yang terbuka.6  

Berlanjut tahun 2017 terjadi pengajuan kembali tentang gugatan 

kepadaiMahkamahiKonstitusi denganidalil yangiberbeda denganisebelumnya 

yaituiterkait hakikesetaraanidiidepanihukum (equalityibeforeitheilaw) iyang 

dijaminidiidalam Pasal 27 (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor:22/PUU-XV/2017, 

ikemudian mengabulkani gugatan  tersebut, idengan  dalil persamaani kedudukani 

hukum antarai laki-laki dani perempuan. Mahkamah Konstitusiijuga 

menimbangibahwa dalamiusia perkawinaniyang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak 

relevanilagi untuk menyikapi denganikondisi zaman. Olehikarenaiitu, batasiusia 

minimaliperkawinan khsusus perempuaniharus ditingkatkan. iMeskipun Putusani 

Mahkamah Konstitusii Nomori22/PUU-XV/2017 menjadi angin segar untuk 

perubahan hukum yang dapat mencegah perkawinan bagi anak.7  

Berlanjut pada pertanyaan tentang bagaimana putusan tersebut mampu 

direfleksikan melalui perlindungan hukum terhadap perempuan. Berdasarkan 

putusan tersebut untuk dapat menetapkan batasan usia minimal perkawinan harus 

 

6 Nugraha, X., Izzaty, R., dan Putri, A.A. Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan 

Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/Puu-

Xv/2017). Lex Scientia Law Review. 3, 1 (Jun. 2019), hlm. 40-54. 
7 Ibid. 
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menunggu 3 (tiga) tahun bagi legislator agar dapat melakukan penetapan usia 

minimal perkawinan khusus untuk perempuan. Sehingga mahkamah konstitusi 

tidak memiliki kekuasaan dalam menetapkan batasan usia perkawinan tersebut 

karena masuk dalam ranah legislatif. 

Perubahan usia yang dituntut dan dijelaskan dalam Putusani Mahkamah 

Konstitusii Nomori22/PUU-XV/2017 pada dasarnya juga bermuatan pada azas 

penolakan diskriminasi pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai Undang-undang 

Dasar Republik IndonesiaiTahun 1945iPasal 28Biayat (1), melainkanijuga 

telahimenimbulkan diskriminasiiterhadap pelindunganidan pemenuhanihak anak, 

isebagaimana disebutkani dalami Undang-undangi Dasar Republiki Indonesia 

Tahuni1945 Pasal 28B ayat (2). Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan 

bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih 

cepat untuk membentuk keluarga. 

Olehi karena hali tersebut, dalam melakukan putusan MahkamahiKonstitusi 

memerintahkanikepada pembentukiundang-undang untukidalam jangkaiwaktu 

palingilama yaitu 3i (itigai) tahuniuntuk melakukaniperubahan terhadapiUndang-

undanginomor 1itahun 1974itentang perkawinanisehingga kemudian lahirlah 

suatuiUndang-undanginomor 16itahun 2019 dilakukan atas perubahan Undang-

undanginomor 1itahun 1974itentangiPerkawinan yang disahkan oleh Presiden 

Joko Widodo Pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. 

Undang-undang nomori16itahuni2019 tentangiperubahan atasiUndang-

undanginomor 1itahun 1974itentang perkawinanimenyatakan bahwaibatas 

minimaliumur perkawinanibagi wanitaidisamakan denganibatas minimaliumur 

perkawinanibagi pria, iyaitui19 (sembilanibelas) tahun. Batasiusiaiyang 

https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-1-1974-perkawinan
https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-1-1974-perkawinan
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dimaksudidalam pembaharuan undang-undang Nomori16 Tahuni2019 iniiadalah 

telahimatang jiwairaganya untukidapat melangsungkaniperkawinan agaridapat 

mewujudkanitujuan perkawinanisecara baikitanpa berakhiripada perceraianidan 

mendapatiketurunan yang lebih baik. Undang-undang tersebut dilakukan 

perubahan yaitu berdasarkan kehendak keadaan yang menjadikan alasan penting 

dan tidak memiliki pilihan lain, terpaksa harus melakukan perkawinan. Sehingga 

apapun alasanya harus di buktikan melalui kejadian nyata bukan klaim semata.  

Undang-undang perkawinan yang baru, memiliki beberapa perbedaan 

tentang koordinasi melalui kecukupan bukti. Seperti bukti tentang surat keterangan 

usia pasangan di bawah usia yang ditentukan tetapi dengan surat kesehatan yang 

didukung dengan pernyataan dari desakan orangtua untuk segara melangsungkan 

perkawinan. Berkaitan dengan orangtua pasangan ini, apabila sebelumnyaiyang 

telah dimintaiiketerangan oleh pihak hakim hanya terbatas pada pemohon 

(yangimengajukanidispensasi) padaiUndang-Undang Perkawinan yangibaru ini, 

majelis hakim wajib mendengarkaniketerangan dari kedua mempelai 

yaituipemohon danijuga keteranganidari calonibesan.8 

Mengacu pada Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, 

menjelaskan bahwa “Rancangan Undang-undang yang berasal dari DPR atau 

Presiden, kedua 3 rancangan Undang-undang yang berasal dari DPR, Presiden atau 

DPD harus disertai Naskah Akademik. Sehingga pihak penting atas lahirnya 

gagasan atau Undang-undang Nomor 16 Rahun 2019 merupakan peran penting 

dari pemerintah sebagai lembaga eksekutif sertaiDPR sebagaii lembaga legislatif.  

 

8 Tirmidzi, “Kajian Analisis Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas 

Undang-Undang No.1 Tahun 1974”, Jurnal, STAI Muhammadiyah Probolinggo, 2020. 



7 

 

 

 

Adanya perdebatan karena pandangan masing-masing argumen yang 

beragam pada akhirnya dilakukannya revisi undang-undang perkawinan yang 

disahkan berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan 

atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan 

kesepakatan bahwa batas usia minimum pernikahan bagi laki-laki dan perempuan 

adalah 19 (sembilan belas) tahun.9 

Dalam keterangannya, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, yaitu Totok 

Daryanto mengemukakan bahwa revisi Undang-undang perkawinan mewajibkan 

pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat 

tentang perkawinan usia dini yang ditinjau dari berbagai aspek. Syarat mengenai 

usia minimal merupakan sebuah keharusan, jika syarat usia tidak terpenuhi maka 

terdapat proses yang disebut dengan permohonan dispensasi kawin. Melalui upaya 

inilah maka kedua pasangan dapat mengajukan permohonan, yang mana jika 

mendapatkan persetujuan akan memiliki legalitas hukum untuk melangsungkan 

pernikahan meksipun pasangan usia tersebut belum terpenuhi sesuai dengan 

ketentuan usia minimal yang diatur dalam Undang-Undang.10 

Ketentuan usia minimal dalam perkawinan juga akan berdampak pada 

penerapan aturan dispensasi perkawinan. Pengertian dispensasi yaitu memberikan 

hak kepada calon mempelai tentang batasan usia minimal dalam pernikahan. Jadi 

apabila batasan minimal belum di penuhi maka belum bisa melakukan pernikahan, 

Batasan minimal usia yaitu 19 tahun. Tetapi dapat di lakukan dispensai perkawinan 

 

9 Aristoni. "Kebijakan Hukum Perubahan Batasan Minimal Umur Pernikahan Perspektif 

Hukum Islam." Jurnal USM Law Review 4.1 (2021): 393-413. 
10https://pa-kajen.go.id/v3/artikel/menakar-potensi-dispensasi-nikah-pasca-revisi-uu-

perkawinan, diakes 15 Februari 2022, Pukul: 15.00 WIB. 

https://pa-kajen.go.id/v3/artikel/menakar-potensi-dispensasi-nikah-pasca-revisi-uu-perkawinan,%20diakes%2015%20Februari%202022
https://pa-kajen.go.id/v3/artikel/menakar-potensi-dispensasi-nikah-pasca-revisi-uu-perkawinan,%20diakes%2015%20Februari%202022
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dengan catatan terjadi masalah yang mengharuskan orangtua melakukan 

permintaan dengan menghendaki keadaan anaknya yang akan disegerakan 

melangsungkan perkawinan. Seperti jika terjadi kejadian hamil diluar nikah akan 

terjadi ultimatum bagi keluarga untuk memohon kepada pengadilan.11 

Bukan masalah yang sederhana apabila terjadi perkawinan di bawah umur, 

satu sisi memang negara Indonesia tidak menghendaki adanya kejadian tersebut. 

Sehingga undang-undang ini menutup kemungkinan-kemungkinan yang akan 

terjadi. Dispensasi perkawinan (bagi agama Islam) pada dasarnya diproses di 

Pengadilan Agama, dengan tetap berpedoman pada pertimbangan yang ada yaitu 

kebatilan yang menjadi akibat terjadiinya suatu yang mudlarat. 

Dewasa ini tindakan hakim pada dasarnya sering melakukan persetujuan 

tentang permohonan dispensasi nikah, mengabulkan hal ini artinya menimbang 

bahwa kemudlorotan terjadi akibat ditolaknya permohonan dispensasi.12 Karena 

hasil akhirnya akan mudah ditebak maka lebih baik mengabulkan dari pada 

menolak.13 Jika permohonan ditolak ditakutkan akan terjadi kerusakan keturunan 

(al-nasl) dan kehormatan (al ildr) dari kedua pasangan. Legal reasoning dari 

seorang hakim dipercaya mampu memberikan ketetapan fakta hukum ababila 

memiliki rujukan keterangan dari orangtua mempelai yaitu pemohon dan besan. 

Saksi-saksi ini yang dapat dijadikan bukti yang wajib dihadirkan di persidangan. 

11 Ratnaningsih, and Sudjatmiko Sudjatmiko. "Menakar Nilai Keadilan, Kemanfaatan, Dan 

Kepastian Hukum Pencegahan Perkawinan Anak." Journal Economic & Business Law Review 1.1 

(2021): 50-66. 
12 Ahyani, Hisam, Muharir and Dian Permana. "Philosophical Review Of Materialism And 

Idealism Married Age Limits In Indonesia (Study Of Article 7 Paragraph (1) Of Law 16 Of 2019 

In Conjunction With Law 1 Of 1974 Concerning Marriage)." Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga 

Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram 12.2 (2020): 107-124. 
13 Tirmidzi, “Kajian Analisis Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas 

Undang-Undang No.1 Tahun 1974”, Jurnal, STAI Muhammadiyah Probolinggo, 2020. 
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Sudut pandang syari’ah, kesehatan, yuridis, dan sosiologis juga menjadi 

pertimbangan mutlak yang digunakan oleh para hakim. 

Sering terjadi kontradiksi argumen tentang batasan usia pernikahan bagi 

seseorang. Padahal usia itu sendiri menjadi salah satu syarat yang harus terpenuhi 

ketika seseorang hendak melangsungkan perkawinan. Secara umum melalui 

pandangan agama dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Alasan ini menjadi 

latar belakang penentuan batas usia pernikahan yang kemudian sejalan dengan 

maslahah mursalah karena sesuai dengan prinsip yang berlaku. 

Argumen mengenai implementasi batas usia perkawinan hingga kini juga 

menjadi salah satu persoalan yang pelik, karena ragamnya aturan hukum yang 

berbeda-beda mengenai penentuan batas usia. Sehingga menjadi sebuah dikotomi 

yang menjadikan aturan-aturan hukum itu sendiri menjadi saling bertentangan dan 

berlawanan. Padahal dalam penentuan batas usia perkawinan hakim melakukan 

pertimbangan berdasarkan psikologis, kesehatan dan sosial calon mempelai.14 

Perempuan maupun laki-laki pada usia 19 tahun merupakan usia yang stabil, sesuai 

dalamiUndang-UndangiNomor 16iTahun 2019idilahirkan denganitujuan iagar 

pernikahani yang dilaksanakani merupakan padaipasangan ataui seseorangi yang 

telahi matang jiwa iraganya untuki dapat melangsungkani perkawinani agar idapat 

mewujudkan itujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan 

mendapatkan keturunan yang lebih baik. 

Prinsip tujuan penetapan batasan umum juga mempengaruhi tingkat 

kesehatan calon pengantin. Pada usia yang lebih muda dikhawatirkan rentan 

 

14 Ibrahim, Mukhlis. "Sinkronisasi Hukum Batasan Usia Anak Dibawah Umur Dalam 

Perspektif Hukum Positif Di Indonesia." Jurnal Notarius 1.1 (2022). 
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terkena masalah kesehatan. Langkah pemerintah dalam menetapkan Undang-

Undang tentang batasan pernikahan berkaitan dengan masa reproduksi oleh 

seorang wanita yaitu rentan usia 20-35 tahun adalah dalam tahapan bagus, jika 

melebihi 35 tahun akan memiliki resiko tinggi terhadap janinnya. Maka kemudian 

Indonesia merupakan negara dengan langkah pertama yang memiliki tingkatan 

kematian bayi terbesar ke Asia Tenggara dan ibuimelahirkanikarena hamilitidak 

padaimasaireproduksi.15 

Perempun memiliki kondisi psikologi yang dianggap cukup diusia 19 tahun. 

Usia 19 tahun menurut tingkatan psikologis dalam taraf lebih matang dan manusia 

dewasa dalam mengambil keputusan. Maka kemudian Hurlock mengembangkan 

teori tentang dapat di katakanya manusia dewasa yaitu pada usia 20 tahun. Jika 

dalam undang-undang perkawinan disahkan minimal 19 tahun, hal tersebut 

memungkinkan seseorang sudah bisa dikategorikan manusia dewasa dan lebih 

matang dalam setiap pengambilan keputusan. Disamping adanya perkawinan juga 

terjadi kehamilan, mental manusia pada usia tersebut dianggap memiliki kesiapan 

dibandingkan dengan individu yang berusia 17 tahun.16  

Kondisi sosiologis seseorang pada kondisi usia 19 tahun seseorang akan 

mampu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Hal ini akan selaras dengan 

kebutuhan pasangan yaitu dapat melakukan interaksi satu sama lain dan dengan 

lingkunganya, karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi pasangan harus dapat 

berinteraksi dengan lingkunganya. Dampak lingkungan sangat mempengaruhi 

 

15 Batasan Umur Nikah Melindungi Kesehatan Catin diakses dalam 

https://jateng.kemenag.go.id/2022/03/batasan-umur-nikah-melindungi-kesehatan-catin/  
16 Batas Usia Perkawinan Jadi 19 Tahun, Ini Kata Psikologis diakses dalam 

https://kumparan.com/hipontianak/batas-usia-perkawinan-jadi-19-tahun-ini-kata-psikolog-

1rvQF9XWa2W/full 

https://jateng.kemenag.go.id/2022/03/batasan-umur-nikah-melindungi-kesehatan-catin/
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tingkatan emosional, maka kemudian stabilnya emosional laki-laki yaitu pada usia 

19 tahun.17 

Pembatasan usia memunculkan banyak argumen untuk dapat menentukan 

usia yang tepat dalam pernikahan. Hampir sering terjadi perubahan padaiUndang-

Undang Nomori 16 Tahuni 2019 disebabkani masih belumi sesuai dalam 

penetapan usia dalam pernikahan. Maka kemudian saat ini disahkan bahwa 

penetapan batasiminimal usiailaki-laki daniperempuanidalam melakukan 

pernikahan yaitu 19 tahun. Pandangan para ahli pada usia 19 tahun di anggap sudah 

stabil dalam melakukan penyelesaian masalah, kondisi psikologis yang stabil, 

kesehatan yang baik, dan sosiologis seseorang pada usia minimali laki-lakii dani 

perempuani yaitui 19i tahun dinyatakani siap melangsungkan pernikahan. 

Berdasarkan uraian lataribelakang tersebut, munculipertanyaan mengapa 

terjadi perbedaan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun dan Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU/XV/2017. Dengan demikian peneliti 

berkeinginan mencari titik persamaan dan perbedaan terkait dengan argumen-

argumenidari persamaan batas usia pernikahan. Regulasi terkini yang berlaku 

dalam membatasi usia pernikahan seseorang laki-laki dan perempuan dalam 

melangsungkan pernikahan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-

undanginomori16itahuni2019 yaitu sama-sama berusia 19 tahun. 

Khususnya mengenai argumen-argumen yang muncul mengenai penentuan 

batas usia perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 

22/PUU/XV/2017 dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

 

17 Triana Ainayya, (2020) Pandangan Hakim Terhadap Dampak Sosiologis Atas Perubahan 

Batas Usia Perkawinan Bagi Perempuan Dalam UU No. 16 Tahun 2019. Bachelor thesis, Hukum 

Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon. 



12 

 

 

 

Perkawinan. Pada dasarnya konsep usia minimal seseorang untuk dapat 

melangsungkan perkawinan akan mengacu pada dua ketentuan tersebut. Ragam 

pandangan terjadi mengenai aturan tersebut, yang menghasilkan ragam argumen. 

Padahal dengan lahirnya sebuah argumen maka akan menjadi alasan yang dapat 

memperkuat ataupun melemahkan dalam penerapan aturan hukum yang berlaku. 

Khususnya dalam pertimbangan hakim dalam memandang penetapan dispensasi 

kawin yang secara tidak langsung berhubungan dengan usia minimal perkawinan.  

Argumen yang yang ada mengenai penentuan batas usia perkawinan dalam 

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU/XV/2017 dan Undang-undang 

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pada dasarnya semata-mata 

dilaksanakan untuk mencapai kemaslahahan umat yang mana kemudian juga 

penting dikaji mengenai konsep maslahah mursalah dalam ketentuan batas usia 

minimal perkawinan.18 Alasan itulah yang menjadikan penentuan batas usia 

minimal memiliki banyak pandangan, sehingga penting dikaji secara mendalam 

hingga mendapatkan argumen yang kuat mengenai alasan penentuan batas usia 

minimal perkawinan. Sehingga dengan beragam argumen akan menghasilkan 

pandangan yang ideal, khususnya dalam merespon kasus perkawinan di bawah 

umur sebagai sebab akibat dari penentuan usia minimal perkawinan.  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakangi masalah yangi sudah dipaparkani 

tersebut, makai masalah yangi akan ditelitii dalam penelitianiini 

adalahisebagaiiberikut: 

 

18 Santoso, Evelyn, and Yuzak Eliezer Setiawan. "Pembatalan Perkawinan Anak Perempuan 

di Bawah Usia Minimal Karena Unsur Paksaan Oleh Orangtua Pada Masa Pandemi Covid-

19." Reformasi Hukum 26.1 (2022): 39-58. 
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1. Bagaimanaiargumen-argumen penentuan batas usia perkawinan dalam 

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU/XV/2017 dan Undang-

undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan? 

2. Bagaimanaiperspektif maslahah mursalah terhadap argumen-argumen 

penentuan batas usia perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomori22/Puu/Xv/2017idan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 

tentang Perkawinan?  

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini yaitu mengkaji tentang argumen-argumen 

tentang batasan usia perkawinan dalam Putusani Mahkamahi Konstitusi Nomor: 

22/PUU/XV/2017 dan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, 

sertai mengkaji dalami perspektif maslahahimursalah terhadap suatui argumen-

argumen penentuani batasi usia perkawinani dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor: 22/PUU/XV/2017 dan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang 

perkawinan. 

Adapunimanfaatiyang akanidicapai dalamipenelitian tesisiini yaitu sebagai 

berikut: i 

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini menjadi salah satu upaya ijtihad pemikiran 

bagi perkembangan hukum mengenai batas usia perkawinan sesuai dengan 

Undang-Undangi nomor 16i tahun 2019i atas perubahani Undang-undangi 

nomor 1itahun 1974 yang berhubungan tentangi perkawinan, sertai dasar 

penetapani dalami putusan MahkamahiKonstitusiiNomor:22/PUU/XV/2017. 

Selainiitu, penelitianiini agar mampu menjadikan sebagai acuan penelitian 

serupa di masa mendatang.   
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2. Secara praktis, penelitian yang dilakukan mampu bermanfaat bagi masyarakat 

sehingga hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan kaum intelektual 

dan menjadikan bahan acuan bagi keputusaniUndang-Undang tentangiusia 

perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dan juga 

berkaitan dengan adanya konsepi maslahah mursalahi dalam 

memandangipersoalanitantangibatasiusiaiperkawinan.  

 

D. Telaah Pustaka 

Penulisan dalam tesis ini, lebih dahulu dilakukan terhadap daftar pustaka 

yang ada dari beberapa sumber karya atau penelitian terdahulu. Tujuan kajian 

Pustaka diharapkan mampu menjadi relevansi oleh penyusun mengenai topik 

permasalahan. Perbedaan penelitian satu dengan peneliti lain yang kemudian 

dilakukan pertanggungjawaban masing-masing agar terhindar dari unsur-unsur 

plagiarisme. Hasilipenelusuran penyusuniselama ini, iditemukan beberapaikarya 

tulisiilmiah dalamibentukiskripsi, tesisimaupun jurnaliyang berkaitanidengan 

topikiyang dibahasiolehipenyusun. Berikutiadalahikarya ilmiahiterdahuluiyang 

terkaitidenganipenelitianipenyusun:   

Penelitianiyang dilaksanakanioleh FebriyantiidaniAulawi, iniibertujuan 

untukimengetahui tingkatikesadaran hukumimasyarakat diiDesaiPamengkang 

KecamataniKramatwatuiKabupateniSerang tentang perkawinan dibawah umur 

ditinjau dari undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentangiperkawinan atas 

perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. 

Pendekataniyang digunakanidalam penelitianiini adalahipendekatanikualitatif. 

Hasil dalam penelitian ini menyatakan bahwa usia batasan minimal dalam 
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perkawinan diiDesaiPamengkang KecamataniKramatwatuiKabupateniSerang 

masih sering terjadi karena adat yang berlaku di masyarakat. Faktor-faktor 

penyebab terjadinya perkawinan cepat adalah adanya adat yang menyatakan bahwa 

jika anak perempuan secepatnya harus dinikahkan. Maka faktor yang terjadi adalah 

banyaknya terjadi penumpukan pengangguran, ekonomi rendah, pendidikan 

rendah disebabkan oleh banyaknya orang yang memilih putus sekolah karena 

untuk menikah. Hal ini menunjukan bahwa masyarakat desa Pamengkang belumi 

sadar akani hukum ataui tingkat kesadarani dan kepatuhani hukum masihirendah, 

khususnya berhubungan dengan usia minimal seseorang dapat melangsungkan 

pernikahan.19 

Penelitianiyang dilaksanakaniolehiNahdiyanti, AhyuniiYunus daniNurul 

Qamar, ipenelitian iniimenganalisis implementasiiperubahan kebijakaniterkait 

batasi usiai perkawinan yang terjadi pascai diberlakukannyaiUndang-

UndangiNomori 16i Tahun i2019i tentang perubahan atasiUndang-Undang 

Nomori1 Tahuni1974 tentangiPerkawinan dan implikasi yang terjadi di 

lingkungan masyarakat, serta perubahan kebijakan tentang batasan minimal usia 

pernikahan, karena dapat menyebabkan adanya fluktuasi perkawinan yang 

melonjak di bawah umur dengan tingkat kesadaran masyarakat. Berdasarkan 

hasilidari penelitianimenunjukkan bahwaiImplementasi PerubahaniKebijakan 

BatasiUsia PerkawinaniTerhadap Perkawinanidi bawah iUmuriMenurut Undang-

UndangiNo. 16iTahuni2019 TentangiPerubahan AtasiUndang-Undang No. i1 

 

19 Neng Hilda Febriyanti dan Anton Aulawi, "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap 

Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan," Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik 4.1 

(2021), hlm. 34-52. 
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Tahuni1974 yaitu TentangiPerkawinan telahidiimplementasikan secara baik 

olehiimplementorikebijakan, beberapaikendala yangimuncul digarisibawahi 

sebagaiipersoalan lingkunganisosial sepertiikemiskinan, pendidikanihingga 

adatidanibudaya.20 

Penelitianiyang dilaksanakaniolehiHarlina, salahisatu faktoriterpenting 

dalamipersiapan perkawinaniadalah faktoriusia. Sebabidalamiperkawinan 

dituntutiadanya kedewasaanidan kematanganidariimasing-masing caloniyang 

akanimelangsungkaniperkawinan sebagaiimodal yangisangat besaridaniberarti 

dalami upaya meraihi kebahagiaan dalami rumahi tangga. Semakin 

berkembangnya zaman menjadikan negara Indonesia menentukan batasan usia 

minimal dalam perkawinan. Dalam ketentuan Undang-Undang nomor 1 tahun 

1974 usia minimal adalah 16 tahun bagi perempuan dan 18 tahun bagi laki-laki. 

Seiring perkembangan zaman pada pasal 7 ayat (1) tersebut berubah sesuai dengan 

Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dengan usia minimal adalah 

19 tahun. Tujuan dibatasinya usia ini adalah untuk membangun kualitas generasi 

Indonesia agar dimasa mendatang dapat menciptkana bibit unggul.21 

Penelitiani yang dilaksanakan oleh Tirmidzi, seiring dengan perkembangan 

terjadi perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Undang-Undang 

Nomor 1 Tahuni1974 khususnyaipada pasali7iayat (1) penekananyaipadaiusia 

minimal keberlangsungan perkawinan yang mana semulaiditetapkan batasiusia 

untukilaki-laki 19itahun daniperempuan 16itahun diiubah menjadii19itahun 

 

20 Nahdiyanti, Ahyuni Yunus dan Nurul Qamar, "Implementasi perubahan kebijakan batas 

usia perkawinan terhadap perkawinan di bawah umur," Journaliof LexiGeneralis (JLG) 2.1 (2021), 

ihlm. i150-167. 
21 Yuni Harlina, "Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi UU No.16 Tahun 

2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)," Hukum Islam 20 (2020), hlm. 

219-238. 
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untukilaki-lakiidaniperempuan. Untuk melakukan perubahan tentunya 

memerlukan pertimbangan yang matang tentang beberapa aspek salah satunya 

berkaitan dengan isi dari Undang-undangiNo.1iTahuni1974 yaituiarti tentang 

suatuikedewasaan, aspekikorelasi berdasarkan Undang-Undangi perkawinan itui 

sendirii dengan Undang-UndangiPerlindunganiAnak, sertai dilihat darii aspek 

medisiterhadap resiko perkawinanidi bawahiumur. Sertai dari iaspek analisis baik 

yuridis,isosiologi, dan filosofi yang menyimpulkan bahwa secara kelembagaan 

suatu perkawinan dianggap sakral karena terjadinya suatu perkawinan terjadi pula 

perubahan pola pikir masyarakat. Perkawinan memiliki cita-cita bangsa Indonesia 

karena akan memiliki keturunan sebagai gerasi penerus bangsa sesuai dengan 

pembukaan dalam undang-undang dasar 1945.22 

Penelitianiyang dilaksanakanioleh Indrawatiidan Santoso, ibertujuan 

untukimenganalisis batasiusia perkawinaniberdasarkan Undang-undangiNomor 

16iTahuni2019 tentang Perkawinan danidampaknya terhadapimasyarakat. 

Hasilipenelitian menyimpulkanibahwa perubahanibatasan usiaidalamiUndang-

undangiNomori16 Tahuni2019 mengatur tentang perkawinan dan larangan 

dilakukannya perkawinan jika beleum memenuhi batasan usia perkawinan. 

Batasan yang di tetapkan melalui undang-undang bagi warga negara Indonesia 

memiliki prinsip dalam mengatur perkawinan. Antisipasi adanya keretakan rumah 

tangga dapat diminimalisi, karena pasangan yang memiliki kematangan 

 

22 Tirmidzi, "Kajian, Analisis Undang-UndangiNo. 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974," USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam 1.1 (2020). 
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penyelesaian masalah akan sedikit resiko terjadinya perceraian dan dapat memiliki 

kebahagian lahir batin.23 

PenelitianiyangidilaksanakaniNugraha dkk, tujuanipenelitian iniiadalah 

memamparkan tentang perlindungan yang terdapat dalam hukumiterhadap 

perempuanimelaluiipenetapan batasiusia minimaiiperkawinan. Pasali7iayat (1) 

Undang-undang No. 1iTahun 1974itentangiPerkawinanimemberikan batas usia 

minimal perkawinan terhadap laki-laki adalah 19 tahun sedangkan perempuan 

adalah 16 tahun. Batasaniusia minimaliperkawinan terhadapiperempuan 

yangitelah ditetapkanibertentangan denganiUndang-undang No. 35iTahun 

2014itentang PerlindunganiAnakiyang menetapkanibahwa anakiadalah 

seseorangiyang belumiberusia 18itahun. Sehinggaimenjadikan Pasali7 ayati (1) 

Undang-undangiNo. 1iTahuni1974 bersifatidiskriminatif daniberpotensi akan 

melanggarihak konstitusional terhadap perempuanidengan terjadinyaiperkawinan 

anak. Putusan melalui Mahkamah Konstitusi Nomori22/PUU-

XV/2017imenyatakan bahwaiPasal 7iayat (1) iUndang-undang No. i1 Tahuni1974 

tidakimemiliki kekuatanihukum tetapidan memberikanijangka waktui3 

tahunikepadailegislatif untukimerumuskaninorma baru. Apabilaitelah 

melewatiijangka waktuitersebut, batasiusia minimal perkawinaniakan 

diharmonisasikanidengan batasiusia anak dalamiUndang-undangiNo. 

35iTahuni2014.24  

 

23 Septi Indrawati dan Agus Budi Santoso, "Tinjauan Kritis Batas Usia Perkawinan di 

Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019," Amnesti Jurnal Hukum 2.1 

(2020), hlm. 16-23. 
24 Nugraha, X., Izzaty, R. dan Putri, A.A. 2019. “Rekonstruksi Batas Usia Minimal 

Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 

22/Puu-Xv/2017),” Lex Scientia Law Review. 3, 1 (Juni 2019), hlm. 40-54. 
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Penelitiani yang dilaksanakan ioleh SamsuliHadi, tujuanikajianiyang 

dilaksanakani tersebut membahasi tentang Putusani Mahkamah Konstutusi 

Nomori22/PUU-XV/2017itentang Usiai perkawinan sebagaiirevisiiterhadap 

Pasali7 ayati1 (satu) iundang-undangiNo. 1itahun 1974itentang batasaniusia 

perkawinan. Pasaliini secarainyata membedakan iumur perkawinanibagiiwanita 

danilaki-laki. Bagiiwanita usia minimal adalah 16 tahunidan sedangkan bagiilaki-

laki usia minimal adalah 19itahun.  Pembedaaniini merupakanidiskriminasi 

terhadapihak-hak wanitaisebagai wargainegara danitidak sesuaiidengan 

prinsipikesamaan diidepanihukum sebagimanaiyang disebutkanidalam pasali27 

ayati1 Undang-undangiDasar RepublikiIndonesia tahuni1945. diskriminasiiini 

berdampakisebagianiwanita dikawinkanisecara paksaipada umuridi 

bawahi16itahun. Adanya hasil keputusan MK menjadikan Wanita lebih memiliki 

harapandimasa yang akan datang sesuai dengan ajarat syariat Islam yaitu mencari 

kebaikan dan menjauhi keburukan.25 

Penelitianiyang dilaksanakaniolehiAnshori, memilikiitujuanipenelitian 

dilandasii dari sebuahi kerancuan yuridisi mengenai batasiusiaiperkawinan 

denganiketentuan laini mengenaiiusia. Pasali7 Ayati1 Undang-undangiNomor 

1iTahun 1974itentang Perkawinan, imenyebutkan bahwaiperkawinanihanya di 

izinkaniapabila pihakilaki-laki telahimencapai umuri19 (sembilanibelas) 

tahunidan pihakiperempuan sudahimencapai usiai16 (enamibelas) tahun. iUndang-

Undang Nomori23 Tahuni2002 tentangi Perlindungani Anak menyebutkanibahwa 

yangi disebut dengani anak adalahiorangiyangimasih berusiaidi bawahi18itahun. 

 

25 Samsul Hadi, "Putusan MK NO. 22/PUU-XV/2017 Tentang Permohonan Judicial Review 

Pasal 7 Ayat (1) UUiNO. 1 Tahun 1974 Tentang Usia Perkawinan Dalam Perspektif Maslahah." Al-

Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam 11.2 (2018), hlm. 174-183. 
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Berangkatidari halitersebut, penelitianiiniiberusaha untuk menelusuriimengapa 

perlunyaibatas usiaiideal perkawinanimenurutiMaqasid Syariah. Penelitianiini 

menemukanibahwa adanyaibatas usiaiideal dalam suatu pernikahan. Berdasarkan 

hasil analisis maqosid syariah telah menunjukan ketentuaniusia idealiyang 

diterapkan agar melalui programipendewasaaniusia perkawinani (PUP) yaitu 

merupakanisolusi tepatidalam menciptakaniMaqasid Syariahikeluarga yang baik. 

Penerapan batasan ketentuan tersebut adalah agar pihak mempelai 

mampuimengatur hubunganiantara laki-lakiidan perempuan untuk menjaga garis 

keturunan, imenciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, iwarahmah, serta 

mengaturipolaihubunganiyangibaikidalam keluarga dan mengatur aspek finansial 

dalam keluarga.26 

Berdasarkanibeberapa penelusuranikajian pustakaidiatas, yangidibahas 

dalamipenulisanijurnaliatauiskripsiiterdapatiperbedaan yangisignifikan dengan 

tesisiyang penyusuniteliti yaituipenyusun lebihifokus denganikenapaidalam 

undang-undanginomori16 tahun 2019 menetapkanibatas usiaipernikahani19 

tahunilaki-laki daniperempuan. Haliini penyusunilebih fokusimelihat dari aspek 

sosiologis, iyuridis danifilosofis. 

 

E. Kerangka Teoritis 

Memahami dan mengkaji mengeni argumen-argumen penentuan batas usia 

perkawinan dalam PutusaniMahkamahiKonstitusiiNomor: 22/Puu/Xv/2017 dan 

Undang-Undangi Nomori 16 Tahuni 2019 tentang Perkawinan. Serta bagaimana 

 

26 Teguh Anshori, "Analisis Usia Ideal Perkawinan Dalam Perspektif Maqasid Syari’ah." Al-

Syakhsiyyah: Journal of LaW & Family Studies 1.1 (2019), hlm. 14-26. 



21 

 

 

 

perspektif Maslahah mursalah terhadap argumen-argumen penentuan batas usia 

perkawinan dalam PutusaniMahkamahiKonstitusi Nomor 22/Puu/Xv/2017i dan 

Undang-Undangi Nomor 16i Tahun 2019i tentang Perkawinan. Kajian utama dalam 

penelitian ini menggunakan pendekatan Maslahah mursalah, adapun penjelasannya 

sebagai berikut: 

1. Pengertian Maslahah mursalah 

Marsalah pada dasarnya berasal dari bahasa arab, konsep ini menitik 

beratkan pada upaya menjauhi keburukan dan berupaya mendapatkan 

kebaikan.27 Secara epistimologi kemudian kata maslahah telah dibakukan ke 

dalam bentuk bahasa indonesia yang disebut dengan maslahah artinya 

mendatangkan kebaikan dan atau menolak kerusakan. Sedangkan menurut 

bahasa kata maslahah berasal dari kata salahu, yasluhu, salahan, yang 

artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.28 

Sedangkan kata mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan 

dalil menurut Al-Quran dan Hadist.29 Hingga terjadinya perdebatan diantara 

ulama’ ushul dalam menetapkan definisi, sejalan dengan pandagangan Al 

Gazali yang menjelaskan tentang maslahah yaitu suatu yang baik dari akal 

sehat dikarenakan dapat mendapatkan kebaikan dan menjauhi keburukan, ini 

menjadi prinsip dasar konsep tersebut.30 

Pendapat Al-Ghazali mengenai konsepnya dalam maslahah 

mursalah kemudian dapat dipandang sebagai tokoh ushuliyyin mazhab 

 

27 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, jilid  (Jakarta : Kencan, 2011), hlm. 345. 
28 Kamus Arab Indonesia, Muhammad Yunus, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan 

Penerjemah dan Penafsir Al-Qur’an, 1973), hlm. 219. 
29 Munawar Kholil, Kembali Kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah, hlm. 43.  
30 Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, al-Mustasfa, (Qahirah: Dar al-Hadis, 2011), I:538.   
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Syafi’i, karena menjadi tokoh yang paling konsen dalam membahas 

maslahah mursalah. Selain itu, sebelum periode Al-Ghazali tidak ada tokoh 

ushuliyah Syafi’iyah yang membahasa maslahah mursalah. Maka dengan 

alasan inilah kemudian banyak yang berpandangan bahwa apa yang dibahas 

Al-Ghazali tentang prinsip maslahah mursalah (terutama pembahasannya 

dalam Al-Mustasfha), dinilai belum pernah dibahasa tokoh sebelum 

periodenya. Ditelisik dari sisi historisnya, Al-Ghazali membahas mengenai 

maslahah mursalah pada keempat karyanya, yaitu al-Mankhul, Asas al-

Qiyas, Syifa’ al-Galil, dan al-Mustasfa. Namun secara rinci dan lebih 

banyak lagi prinsip maslahah mursalah Al-Ghazali tertuang dalam kitab Al-

Mustashfa. 

Al-Ghazali pada kitab Al-Mustasfha memberikan pemahaman 

konsep maslahah dinilai dari segi yang dibenarkan dan tidaknya oleh 

dalil syara’ menyatakan sebagai berikut:31 

قسم شهد  المصلحة بالإضافة إلى شهادة الشرع ثلاثة أقسام : قسم شهد الشرع لاتبارها, و 

 .لبطلانها, وقسم لم يشهد الشرع لا لبطلانها ولا لاعتبارها

أماما شهد الشرع لاعتبارها فهي حجة, ويرجع حاصلها إلى القياس, وهو اقتباس الحكم من  

عقول النص والإجماع… ومثاله حكمنا أن كل ما أسكر من مشروب أومأكول فيحرم, قيسا م

ي هو مناط التكليف.فتحريم الشرع الخمر دليل  على الخمر, لأنهاحرمت لحفظ العقل الذ

 على ملا حظة هذه المصلحة 

امع في ما شهد الشرع لا لبطلانها. مثاله قول بعض العلماء لبعض الملوك لماج : القسم الثاني

نهاررمضان : إن عليك صوم شهرين متتابعين. فلما أنكر عليه, حيث لم يأمره بإعتاق رقبة 

أمرته بذالك لسهل عليه, واستحقر اعتاق رقبة في جنب قضاء  مع اتساع ماله, قال : لو 

 شهوته, فكانت المصلحة إيجاب الصوم لينزجربه 

 

31 Al-Ghazali, al-Mustashfa min Ilm Ushul, Tahqiq Dr. Muhammad Sulaiman al-Asyqar, 

Beirut/Lebanon: Al-Resalah, 1997 M/1418 H, hlm. 414 - 416. 
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بالمصلحة. وفتح هذا الباب يؤدي إلى تغيير جميع فهذا قول باطل, ومخالفة لنص الكتاب, 

 …حدود الشرائع ونصوصها, بسبب تغير الأحوال

محل  البطلان ولا بالاعتبار نص معين وهذا في القسم الثالث : مالم يشهد له من الشرع ب

 النظر

 

Konsep yang diterangkan Al-Ghazali tersebut, dapat dipahami 

mengani pembagian maslahah menjadi tiga bagian, yaitu: 

Pertama, maslahah dinilai memang secara tegas dibenarkan atau 

ditunjukan oleh nash/dalil khusus, kemudian disebut sebagai maslahah 

mu’tabarah. Konsep yang tertuang dalam maslahah ini memang dibenarkan 

untuk dapat menjadi pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam. 

Termasuk menjadi pertimbangan dalam melakukan kajian qiyas. Pandangan 

ini dinyatakan mendapatkan predikat konsensus dari berbagai pakar hukum 

Islam. 

Kedua, konsep maslahah yang menjadi batal atau digugurkan oleh 

nash atau dalil-dalil tertentu yang berhubungan atau memiliki keterkaitan. 

Istilah dalam konsep ini disebut dengan maslahah mulgah. Konsep yang 

tertuang dalam maslahah ini dapat dijadikan pertimbangan khusus ketika 

menetapkan hukum Islam. Konsep ini dinyatakan konsensus atas pandangan 

pakar hukum Islam.  

Ketiga, konsep maslahah yang benar-benar tidak ditemukan dalil 

khusus yang mengaturnya juga tidak ada dalil yang membenarkan ataupun 

menolak dikenal dengan maslahah mursalah. Pandangan pakar hukum Islam 

juga berbeda-beda dan tidak memiliki nilai yang sependapat. 
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Pandangan mengenai maslahah mursalah secara etimologis, bermula 

dari kata al-maslahah merupakan jamak dari al-maslahah memiliki arti 

suatu yang baik atau dapat bermanfaat.32 Maslahah terkadang juga disebut 

dengan ishtilah as-taslahah, yang memiliki arti mencari suatu yang baik.33 

Sedangkan maslahah dalam pandangan syara’ karena memiliki landasan 

yang berbeda-beda dinilai dari segi pembagiannya, maka jika hal tersebut 

tidak bertentangan dengan syara’ maka boleh dipergunakan.  

Maslahah mursalah pada Bahasa Arab memiliki arti perbuatan-

perbuatan baik manusia. Atau secara umum dinilai menjadi suatu dorongan 

kebaikan dan mencegah kerusakan (mudlarat). Pandangan ini menjadi dasar 

dalam prinsip terlaksananya maslahah mursalah, atau lebih ringkas lagi 

melaksanakan kebaikan dan menjauhi keburukan. Pertimbangan inilah yang 

kemudian membolehkan dilaksanakan prinsip maslahah mursalah pada 

beberapa tindakan.34 

Seperti yang diketahui bahwa al-maslahah berasal dari Bahasa Arab 

yang digubah ke bentuk Bahasa Indonesia menjadi kata maslahah, namun 

esensi utama dari kata ini berarti sesuatu yang baik dan mencegah 

keburukan. Menurut kaidah bahasa arab, kata maslahah dibentuk dan 

berubah dari kata salahu, yasluhu, salahan, yang memiliki arti sesuatu yang 

 

32 Jalaluddin Abdurrahman, Al-Masalih wa Makanatuha Fi al-Tasyri’, (Matba’ah aAl- 

Sa’adah, Mesir, 1983), hlm. 12. 
33 Abdul Wahab Khalaf, Masadir Al-Tasyri’, Al-Islami Finala Nasa Fih, (Dar Al-Qalam, 

Kuwait, 1972), hlm. 77. 
34 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, jilid  (Jakarta : Kencan, 2011), hlm. 345. 
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baik, patut, dan bermanfaat.35 Kemudian, kata mursalah sendiri memiliki arti 

yang cukup luas yaitu terlepas bebas, dalam hal ini tidak terikat dengan nash 

(Al Qur’an dan Al Hadis), baik yang membolehkan atau menolakknya.36 

Konsep maslahah mursalah secara istilah, setiap ulama’ ushul 

memiliki perbedaan penilaian. Khususnya pada pandangan Al-Ghazali yang 

menjelaskan bahwa maslahah adalah merupakan suatu yang baik, yang dapat 

dinilai oleh akal sehat, prinsip ini dilaksanakan untuk mencari kebaikan dan 

atau menjauhi kerusakan bagi umat manusia. Hal ini pun pada dasarnya juga 

sejalan dengan tujuan syara’ sebagaimana batas-batas ajaran Islam, asalkan 

konsep-konsep ini juga tidak bertentangan dengan syara’.37 

Imam Al-Ghazali, menjelaskan mengenai definisi maslahah berakar 

dari upaya mencari kebaikan dan menjauhi keburukan atau kemudaratan.38 

Ibnu Taimiyah seperti yang dikutip oleh Imam Abu Zahrah,39 menjelaskan, 

maslahah merupakan pandangan mujtahid mengenai perbuatan kebaikan 

yang jelas dan bukan merupakan perbuatan yang berlawanan atau 

bertentangan dengan syara’. Sehingga mengacu pemahaman ini, maslahah 

merupakan sebuah hal yang sah, sepanjang tidak bertentangan dengan dalil 

nash. 

Zaky ad-Din Sya’ban dalam bukunya Ushul Al-Fiqh al-Islam, 

terdapat tiga syarat yang wajib dijadikan pertimbangan jika menggunakan 

 

35 Muhammad Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan 

Penerjemah dan Penafsir Al-Qur’an, 1973), hlm. 219. 
36 Munawar Kholil, Kembali Kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah, hlm. 43.  
37 Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, al-Mustasfa, Juz I, (Qahirah: Dar al-Hadis, 2011), 

hlm. 538.   
38 Al-Ghazali, al-Mustasfa, Maktabah Al-Jumdiyah, (Mesir, 1971), hlm. 251. 
39 Muhammad Abu Zahrah, Ibn Taimiyah Hayatuh Wa Asruh, Wa Arauh Wa Fiqluh, 

(Mesir: Dar al-Fikri al-Arabi, 1995). 
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prinsip maslahah mursalah dalam upaya petapan hukum, yaitu: pertama, 

tidak terdapat satu dalil yang menolaknya. Kedua, maslahah yang dapat 

dipastikan, bukan merupakan hal yang samar-samar ataupun tidak jelas. 

Ketiga, maslahah itu memiliki sifat umum, dapat dinilai banyak orang. Pada 

dasarnya ketika menggunakan maslahah mursalah dalam melakukan 

petapan hukum, maka terdapat beberapa syarat yang diperlukan antara lain:40 

a. Maslahah mursalahi itu adalahi maslahahiyang hakikii dan bersifat 

umumidalam arti dapatiditerima oleh akalisehat dan betul-betul 

mendatangkanimanfaat bagiimanusia. 

b. Betul-betulisejalan dengan maksudidan tujuan hukumisyara’ dalam 

menetapkanisetiap hukum, yaituimewujudkan kemashlahatanibagi umat 

manusia.  

c. Betul-betulisejalan denganitujuan hukumisyara’ dalam menetapkan 

hukumiitu tidak berbenturanidengan dalil syara’iyang telahiada, baik 

dalamibentuk nasionalitasiAl Qur’an danisunnah, maupuniijma’ ulama 

terdahulu. 

d. Maslahah mursalahiitu diamalkanidalam kondisiiyang akan berada dalami 

kesempitan hidup, idengan arti harusi ditempuh untuk 

menghindarkaniumat dariikesulitan. 

Sesuai halitersebut dapat disimpulkanibahwa Maslahah mursalah 

hanyaidapat digunakanidalam bidang mengaturi hubungan sesama 

manusiaiyang mencangkupisegala cabang bersifatikhusus dalamibidang ini 

 

40 Zaky ad-Din Sya’ban, Ushul Al-fiqh al-Islam, (Mathba’ah Dar al-Ta’lif, 1965), hlm. 173.  
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sangatisedikit ditemukaninash. Misalnyaibidang acara, hukumiadministrasi 

negara, hukumiinternasional dan hukumipidana. Sedangkanipara ulama 

Ushul Fiqhimempunyai tigaipokok pikiran tentangimaslahah yang sangati 

bertentangan denganipemikiran ahli filsafatidan etika, iyaitu:41 

a. Bahwa definisiimaslahah itu tidakihanya bersifat duniawiisaja, akan 

tetapiijuga bersifat ukhrawiikarena manusiai mempunyai duai alam 

kehidupaniyaitu kehidupanidunia yang hanyaisementara danikehidupan di 

akhiratiyang sifatnyaikekal. Dua alamitersebut sama-samaipenting, 

karenaikehidupan di duniaisebagai tujuan untukikehidupan diiakhirat 

kelak. Denganidemikian, Allah SWTikmensyariatkan hukumiuntuk 

kepentingan di duaikehidupan tersebutiyaitu hukum yangimengatur 

hubunganimanusia denganipencipta-Nya dan jugaihukum yang 

mengaturihubungan manusiaidengan sesama. Keduaihukum tersebut 

diyakiniimengandungimaslahah atau manfaatibagi manusia baikisecara 

individuimaupun secaraisosial. 

b. Bahwa maslahahiitu tidak hanyaisebatas kepada yangibersifat fisik saja, 

iseperti pandanganidari ahli filsafatidan etika, inamun juga meliputiifisik 

dan jiwaimanusia. Menurutiulama UshuliFiqh, manusia itu terdiriidari dua 

unsuripenting yaitu unsurifisik dan unsurirohani (jiwa). Dariimasing-

masing unsuritersebut membutuhkanimaslahah yang berbeda. iOleh 

karena itu, iIslam membanguniajarannya sangat komprehensifiyang 

meliputiiaqidah dan syari’ahi yang menjadikan kebutuhanimanusia 

ituisempurna.  

 

41 Malthuf Siroj, Paradigma Ushul Fiqh, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2013), hlm. 13. 
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c. Bahwaikemaslahahan agamaimerupakan prinsipi untuk kemaslahahan 

ukhrawi. iUntuk itu, paraiulama Ushul Fiqhi mengklasifikasikan 

kebutuhanimanusia dalam limaitingkatan yang harusidiwujudkan oleh 

hukumiIslam yaitu memeliharaiagama, memeliharaijiwa, memelihara akal, 

imemelihara keturunan, idan juga memeliharaiharta kekayaan. 

Dariibeberapa definisiidiatas, pada prinsipnyaisemua mengandung 

esensiisama. Artinya, maksud dari imaslahah yang menjadi tujuanisyara’, 

bukanikemaslahahan yang semata-mataiberdasarkan keinginaniserta hawa 

nafsuimanusia semata. Karenaisyariah hukumi tidak lain untukimenciptakan 

kemaslahahanibagi manusia dalamiberbagai aspek kehidupanidi dunia agar 

terhindaridari berbagaiikerusakan.  

Melalui buku Ushul Fiqh Al Islam menyebutkan syarat-syarat yang 

perlu di perhatikan ada 3 syarat yaitu kemaslahahan yang tidak memiliki dalil 

penolaknya,  Maslahah mursalah pada dasarnya adalah hal yang pasti dan 

memiliki sifat yang umum. Selanjutnya untuk menetapkan hukum dalam 

Maslahah mursalah memiliki syarat-syarat antara lain:42 

a. Maslahah mursalah memiliki sifat umum yang hakiki sehingga 

menghasilkan kemanfaatan yang mampu diterima akal sehat oleh manusia. 

b. Tujuan dan maksud hukum syara’ melalui penetapan setiap hukum benar 

terjadi yaitu memiliki kemaslahahan sesama umat manusia. 

 

42 Zaky ad-Din Sya’ban, Ushul Al-fiqh al-Islam, (Mathba’ah Dar al-Ta’lif, 1965), hlm. 173.  
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c. Tujuan hukum syarat sejalan sesuai penetapan hukum yang tidak 

berbenturan dengan adanya dalil syara’. Berkaitan dengan bentuk 

nasionalisme Al Quran dan As Sunnah, serta ijma ulama’. 

d. Maslahah mursalahiitu diamalkanidalam kondisiiyang akaniberadaidalam 

kesempitanihidup, denganiarti harusiditempuh untukimenghindarkaniumat 

dariikesulitan. 

Kesimpulan yang didapatkan tentang maslahah mursalah yaitu 

mampu digunakan untuk mengatur hubungan manusia dengan sesamanya 

dalam segala bidang kehidupan. Sifat yang ditimbulkan dengan adanya 

maslahah mursalah yaitu umum dan khusus dalam bidang nash. 

Sedangkanipara ulamaiUshul Fiqhi mempunyai tiga ipokok pikiran itentang 

maslahahiyang sangat bertentangan denganipemikiran ahliifilsafat 

danietika, yaituisebagaiiberikut:43 

a. Definisi yang terjadi bukan hanya bersifat duniawi, tetapi memiliki sifat 

ukhrawi disebabkan dengan dunia manusia yang ada 2 alam yaitu dunia dan 

akhirat atau sementara dan kekal.  Pentingnya kehidupan yang ada di dunia 

menjadikan tujuan hidup diakhirat karena sama-sama penting. Dua 

kehidupan diatuar oleh Allah SWT melalui syariat hukum untuk 

kepentingan manusia yaituihukum yangimengatur hubunganimanusia 

denganipencipta-Nyaidan jugaihukum yangimengatur hubunganimanusia 

denganisesama. Keduaihukum tersebutidiyakini mengandungimaslahah 

atau manfaatibagi manusiaibaik secaraiindividuimaupunisecaraisosial. 

 

43 Malthuf Siroj, Paradigma Ushul Fiqh, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2013), hlm. 13. 
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b. Maslahah bukan melulu berkaitan dengan sifat fisiknya namun juga jiwa 

manusia. Ulama ushul fiqh menyebutkan bahwa sifat manusia memiliki 

unsur penting yaitu jasmani dan rohani yang tentunya akan membutuhkan 

maslahah yang berbeda pada tiap unsurnya. Islam kemudian membangun 

ajaran yang bersifat komprehensif melalui aqidah dan syariah yang 

digunakan sebagai pedoman sempurna bagi hidup manusia. 

c. Prinsip kemaslahahan agama merupakan suatu kemaslahahan ukrawi, 

menjadikan ulama fiqh memunculkan lima klasifikasi tentang kebutuhan 

manusia yang kemudian dilakukan perwujudan untuk memelihara 

kesehatan jiwa, agama, keturunan dan kekayaan. 

Pendapat selanjutnya menurut para fuqaha yang berbeda pendapat 

tentang batasan usia baligh seseorang. Pendapat mazhab Hanafi 

tentangianak laki-lakii dipandang balighi apabila usianyai telah mencapaii18 

tahunidan perempuani17itahun. MazhabiSyafi’i memberikanibatas 15itahun 

untukilaki-laki dani19 tahuniuntukiperempuan. MazhabiHambali, baikilaki-

laki daniperempuan 15itahun. Sedangkani Mazhab Malikii menandai 

kedewasaan yaitu dengan tumbuhnyai rambut di beberapa ianggota itubuh. 

Perbedaanipendapat mengenaii konsep balighi ini mengakibatkan ibatas 

minimumiusiaiuntuk menikahidi sejumlahinegara Islam memangiberbeda 

satuisamailain.  

2. Dasar Maslahah Mursalah 

Pemahaman mengenai maslahah mursalah dilandasi pada salah satu 

ayat Al Qur’an, namun ayat tersebut tidak secara jelas menyebut kata 

maslahah al mursalah. Secara tersirat kemudian Al Qur’an menerangkannya 



31 

 

 

 

pada surah Az-Zumar ayat 18,44 yaitu: 

ذِينَ 
َّ
ئِكَ ٱل

ٓ َ
و۟ل

ُ
هُۥٓ ۚ أ

َ
حْسَن

َ
 أ

َ
بِعُون

َّ
يَت

َ
وْلَ ف

َ
ق

ْ
 ٱل

َ
مِعُون

َ
ذِينَ يَسْت

َّ
   ٱل

۟
وا

ُ
و۟ل

ُ
ئِكَ هُمْ أ

ٓ َ
و۟ل

ُ
هُ ۖ وَأ

َّ
هُمُ ٱلل هَدَى 

بِ 
 
بَ
ْ
ل
َ ْ
  ٱلأ

Pemahaman mengenai surat tersebut secara umum, ahli tafsir 

membaginya kepada dua pemahaman mendasar. Pertama mengenai kata al 

qawl, dinilai dengan arti manapun, maka penjelasan pada anak kalimatnya 

mengandung makna bahwa orang-orang atau lebih dari satu orang yang saleh 

dan baik wajib berlaku yang baik pada semua aspek, selama hal tersebut 

tidak bertentangan dengan ajaran syariat lainnya (Ayat Al Qur’an yang 

lainnya). Kedua, jika kata al qawl menunjukkan arti sebagai firman Allah, 

maka manusia harus atau wajib mendengarkan kalam Allah itu dengan 

ta’dzim tanpa alasan lain untuk menentangnya. Prinsip ini menandakan 

bahwa buntunya aturan hukum, dapat digali dengan alternatif pilihan 

tertentu. Misalnya saja, jika dalam memandang sebuah hukum menemui titik 

buntu, maka kasus tersebut kemudian dapat dinilai dari segi yang lebih luas 

sesuai prinsip al qawl yang mana harus berihtiar dalam menghukumi sesuatu 

dengan catatan tidak bertentangan dengan Al Qur’an atau syariat utama 

dalam Islam.45 

Terdapat beberapa dalil yang berhubungan dengan maslahah 

mursalah, misalnya dalam kitab Ushul Fiqh yang menjelaskan mengenai 

kaidah yang berhubungan dengan upaya ihtiar hukum. Terdapat beberapa 

dalil yang mendukung konsep atau terlaksananya maslahah mursalah, 

 

44 Qs. Az-Zumar (30) : 18.  
45 A. Rahman I. Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah), hlm. 110-111. 
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beberapa kaidah Fiqh yaitu: 

Pertama, berbunnyi: 

رَرُ يُزَالُ 46 
َ
 الض

Kedua, berbunyi: 

مَصَالِح  47   
ْ
بِ  الـ

ْ
ى جَلـ

َ
مٌ عَلـ دَّ

َ
اسِدِ مُق

َ
ف
َ ْ
 دَرْءُ الم

Ketiga, berbunyi:  

حَةِ 48   
َ
مَصْل

ْ
 بِـا لـ

ٌ
وْط

ُ
ةِ مَن عِيَّ ى الرَّ

َ
 الامَامِ عَلـ

ُ
ف صَرُّ

َ
 تـ

Serta kaidah Ushul Fiqh, berbunyi: 

هُ 49   
ُّ
ل
ُ
رَكُ آ

ْ
يُت
َ
هُ لا

ُّ
ل
ُ
 يُدْرَكُ آ

َ
 مَالا

3. Pembagian Maslahah Mursalah 

Para ahlii ushul fiqh mengemukakani beberapa pembagian maslahah, 

kemudianijika dilihat dariibeberapa segi. Dinilai dariisegi kualitas dan 

kepentinganikemaslahahan itu, merekaimembaginya kepadaitiga macam, 

yaitu: 

a. Maslahahi al-Dharuriyyah, yaituikemaslahahan berhubungan dengani 

kebutuhan diidunia dan diiakhirat. Kemaslahahaniseperti ini adailima, 

yaituimemelihara agama, ijiwa, akal, iketurunan, danimemelihara harta. 

 

46 Abd. Hamid Hakim,  Mabadi' Awwaliyah, (Jakarta: al-Maktabah as-Sa'adiyah Putra, t.th), 

hlm. 3.  
47 Ibid., hlm. 35.  
48 Ibid., hlm. 40. 
49 Ibid., hlm. 35.  
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Kelimaikemaslahahan ini disebutial- mashalil al-khamsah. 

b. Maslahahial-Hajiyah, yaituidalamimenyempurnakan maslahahipokok 

(mendasar) agar sebelumnyai yang memiliki bentuk keringanan 

untukimempertahankan danimemelihara kebutuhan sesuai dasar-dasar 

manusia. Misalnyaidalam mu’amalah dibolehkan melakukanijual beli 

pesanan. 

c. Maslahahi Al-Tahsiniyyah, yaitui kemaslahahan yang sifanya 

pelengkap, iberupa keleluasaaniyang dapat melengkapiikemaslahahan 

sebelumnya. iMisalnya, dianjurkaniuntuk memakan yangibergizi, 

berpakaian yangibagus, dan berbagaiijenis cara menghilangkaninajis 

dari badanimanusia.50 

Sedangkan jika dilihat dari segi kandungan maslahah sendiri, maka 

idapat dibedakanisebagai berikut:51 

a. MaslahahiAl-‘Ammah, yaitu kemaslahahaniumum yangimenyangkut 

dari kepentinganiorang banyak. Kemaslahahaniumum tidakiberarti 

untukikepentingan bebas semuaiorang tapi bisaisaja untukikepentingan 

mayoritasiumat. 

b. MaslahahiAl-Khashshah, yaituikemaslahahan pribadi yang sangat 

jarangisekali berkaitan denganipemutusan suatu hubunganiperkawinan 

seseorangiyang dinyatakanihilang (maqfud). 

 

 

 

50 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh, (Ciputat : PT Logos Wacana Imu , 1997), hlm. 115-116. 
51 Muhammad Tahir bin Asyur, Maqasid al-Syari’ah al-Islamiyah, hlm. 313. 
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Sedangkaniuntuk maslahahiberdasarkan konteksilegalitas formal. 

Maslahahiini terdiriidari tigaimacam yaitu sebagai berikut: 

a. Maslahahial-Mu’tabaroh, yaitui maslahah yangi didukung oleh syara’, 

ibaik secarailangsung maupunitidak langsung, maslahah ini yang 

menjadiialasan dalam menetapkanisebuah hukum.52 

b. Maslahahial-Mulgah atauimaslahah yangiditolak adalahimaslahah 

yang padaidasarnya dianggapibaik oleh akal, tetapiitidak diperhatikan 

olehisyariat, bahkan adaipetunjuk syariatiyang menolaknya.53 

c. MaslahahiAl-Mursalah, yaitui kemaslahahan yangi keberadaannya 

tidaki didukung syara’ idan tidak pulaidibatalkan/ditolakisyara’ 

melaluiidalil yangirinci. 

Sedangkanijika dilihatidari segi berubahiatau tidaknyaimaslahah 

Mushtafaial-Syalabi, imembaginya kepadaidua bagian, iyaitu:54 

a. MaslahahiAl-Tsubitsh, yaituikemaslahahan yangibersifat tetap dan 

itidak berubahisampai akhirizaman nanti. 

b. MaslahahiAl-Mutaghayyirah, iyaitu kemaslahahan yangiberbubah-

ubahisesuai denganiperubahan tempat, iwaktu, dan subyekihukum. 

Kemaslahahaniini berkaitanidengan kemaslahahanimu’amalah dan 

adatikebiasaan yang dilakukan di dunia.  

 

 

 

52 Abd al-Wahhab Khallaf, Ilm Usul al-Fiqh wa Khulasah Tarikh al-Tasyri’ (Mesir: 

Matba’ah al-Madani, t.th.), hlm. 83. 
53 Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Al-Mustafa, hlm. 174. 
54 Al-Syalabi, Ta’lil al-Ahkham, (Mesir: Dar al-Nahdhah al-‘Arabiyyah, 1981), hlm. 281-

282. 



35 

 

 

 

4. Istimbhat hukum dalam menentukan Maslahah mursalah 

Paraiulama belumi secara bulat tentangikehujahan maslahah 

mursalahisebagai metodeiuntuk menetapkanisuatu hukum untukikasus-

kasusiyang secaraieksplisit tidakidisebutkan diidalam nash. Menurut 

ulamaiHanafiyah,55 Maslahahimursalah dapat dijadikanisebagai metode 

untukimenetapkan hukumibaru dengan syaratididukung oleh ayat, ihadis 

atauiijma‘ yang menunjukkanibahwa sifat yangi dianggap sebagai 

kemaslahahaniitu merupakani ‘illat (motivasi hukum) idalamipenetapan 

suatuihukum, atauijenis sifat yangimenjadi motivasiihukum tersebut 

dipergunakanioleh nashisebagai motivasiisuatu hukum.  

UlamaiHanafiyahimemberikan contohitentang larangan Rasulullah 

bagiipedagang yangimenghambat paraipetani di perbatasanikota dengan 

maksudiuntuk membeliibarang mereka sebelumi para petani itu 

memasukiipasar. Larangani ini berisiimotivasi hukum, iyaitu untuk 

menghindarii “kemudaratan bagiipetani” denganiterjadinya penipuan 

hargaioleh para pedagangiyang membeli barangipetani tersebutidi batas 

kota. Menghindariikemudaratan seperti iniimerupakan tujuanihukum Islam.  

iLarangan sepertii ini dapatidianalogikan dengani keharusan 

membongkaridinding di pinggirijalan yang sudahimiring sebabikalau 

dindingiitu roboh akanimenimpa banyaki orang. Jadi, Maslahah 

mursalahidapat dilakukanidengan caraianalogi. Denganikata lain, ulama 

Hanafiyah menerimaimaslahah mursalah sebagaii dalil yang dalam 

 

55 Ibn Amîr al-Haj, at-Taqrîr wa at-Tahrîr, (Mesir: al-Matba‘ah al-Amîriyah, 1316 H), hlm. 

150. 
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menetapkanihukum denganisyarat sifat kemaslahahaniitu terdapatidalam 

nashiatau ijma‘idan jenisisifat kemaslahahaniitu sama denganijenis sifat 

yangididukung olehinash atau ijma‘.iPenerapan maslahahimursalah yang 

dilakukan di kalanganiulama Hânafiyahiini disebut jugaidengan istihsan.  

Ulamai Malikiyah56 dani Hanabilah57 termasukigolongan yang 

menerimaimaslahah mursalahisebagai dalil untukimenetapkan suatu 

hukumibaru yang secaraieksplisit tidakidisebutkan penjelasani hukumnya 

diidalam Al-Qur’an daniAl-Maqbulah. Alasanipenerimaan ini karenai dalam 

pandangani mereka, maslahahi mursalah dianggap sebagai induksi 

dariilogika dari sekumpulaninash. Pendapat dari Asy-Syatibi yang juga 

mengatakanibahwa maslahah mursalahisebagai metodeiitu bersifatiqat‘i 

sekalipunidalam penerapannyaibisa bersifatizanni.58 

Menyikapiimaslahah mursalah ini, imengutip TaufîqiYusuf al-Wa’i, 

ibahwa terdapat empatikelompok, yaituikelompok pertamaiyang 

menolakieksistensi maslahah mursalah. iKelompok pertamaiini diwakili 

olehial-Qadi danisebagian ulamaiusul fiqh. Kelompokikedua, menerima 

secaraimutlak eksistensi maslahahimursalah. Kelompokikedua ini 

dimotoriioleh Malik. Kelompokiketiga, dapati menerima eksistensi 

maslahahimursalah denganisyarat. Kelompokiketigaiini dipegangiioleh al-

Juwaini. Kelompokikeempat adalahidimonitori olehial-Ghazali, yang 

menerimaieksistensi maslahahimursalah hanyai pada persoalaniyang 

 

56 Ibn Hâjib, Mukhtasar al-Muntahâ, (Mesir: al-Matba‘ah al-Amîriyah, 1328 H), hlm. 240. 
57 Ibn Qayyim al-Jauziyyah, ‘I‘lâm al-Muwâqi‘in, III:14. 
58 Asy-Syâtibî, al-Muwâfaqât, II:38. 



37 

 

 

 

sifatnyaidaruri.59 

Berbeda denganiTaufîq Yusufial-Wa’i, menurutial-Isnawi asy-

Syafi‘i (772 H), ibahwa adaitiga pendapatitentang maslahah mursalah ini. 

iPendapat pertamai mengatakan bahwa maslahah mursalahitidak 

dapatiditerima sebagaiidalil untuki menyimpulkan hukumiatas 

suatuimasalah. Pendapatiini dikemukakanioleh Ibn al-Hajib danial-Amidi. 

Pendapati kedua dikemukakani oleh Malik, ibahwa maslahahimursalah 

dapatidijadikan sebagaiidalil. Menurutiinformasi Ibn Hajib, mazhab asy-

Syafi‘i jugaiberpendapat samai dengan Mazhab Maliki. iAl-Haramain 

jugaiberpendapat bahwaimaslahahimursalah dapatiditerima sebagaiidalil 

hukum, ihanya saja al-Haramain dalam memberikanicatatan masalahiyang 

diputuskanidengan maslahah mursalah yaitu tetap sesuaiidengan 

maslahahimu‘tabarah. Pendapatiketiga disuarakanioleh pendapat al-Ghazali 

dan al-Baidawi, ibahwa maslahahimursalah ituihanya digunakanidalam 

masalahiyang daruri, selainiitu tidak dapatidigunakan denganimaslahah 

mursalah.60 Al-Isnawiisendiri termasukiorang yangiberpendapat bahwa 

maslahahimursalah tidakidigunakan untukimenetapkan suatuihukum. 

Menurutiasy-Syaukani (1250 H), iseperti dikutipioleh Taufîq, ada 

empati kelompok dalami menanggapii eksistensi Maslahahimursalah 

sebagaiidalil. Kelompokipertama, kataiasy-Syaukanî, adalahikelompok 

yangiberpendapatibahwa maslahahi mursalah sama sekaliitidak bisa 

dipakaiisebagai pedoman dalil. Kelompokiini merupakanipendapat jumhur. 

 

59 Taufîq Yûsuf al-Wâ‘î, al-Bid`ah wa al-Masâlih al-Mursalah, hlm. 251. 
60 Ibid., hlm. 252. 
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Kelompoki kedua, menuruti asy-Syauani, adalahi kelompok yang 

berpandanganibahwa maslahahimursalah dapatidijadikan sebagaiidalil 

secaraimutlak. Menurut pendapatial-Juwainiidalam bukunyaial-Burhan, 

iaimengatakan bahwaimaslahah mursalahiitu memangi pendapatnyai 

Malikiasy-Syafi‘i dalamiqaul qadimnyaijuga berpendapatidemikian, 

sepertiiMalik. iPenisbatan kepada Malikiini dibantahi oleh beberapai orang 

pengikut mazhabiMaliki. Menurutimereka, Mazhab Malikiitidak pernahi 

berpendapat demikian. iHal itu terbuktiibahwa di dalami kitab Mazhab 

Mâlikitidak ditemukanipendapat yang demikian. iAdapun kelompokiketiga, 

masihi menuruti asy-Syaukani, berpendapatibahwa maslahahimursalah 

dapatidigunakan sejauhisesuai denganisyariah. Pandanganiketiga ini 

didukungioleh Ibn Burhanidalam bukunyaial-Wajiz. Diisamping Ibn 

Burhan, iasy-Syafi‘i danisebagian besarisahabat atauipengikut AbuiHanifah, 

merekaisering menggunakan maslahahimursalah sebagaiidalil hukum 

denganisyarat sesuaiidengan maslahahimu‘tabarah. Sedangkani kelompok 

keempati berpendapat bahwaimaslahah mursalahidapat digunakanisejauh 

untuk kebutuhan daruri. iKelompok keempatiini dipegangiioleh IbniDaqiq 

al-‘Id. yang kemudianiberpendapat demikianisebagai bentukikehati-hatian 

agar janganisampai keluaridari ketentuanisyariah.61  

Maslahah mursalahiitu adalah salahisatu dalilihukum Islam untuk 

menetapkanihukum baru yangi belum ada konfirmasinyaidi dalam 

sumberihukum Islam, iyaitu Al-Qur’an dan As-Sunnah, ibaik diterima 

 

61 Ibid., hlm. 253. 
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maupuniditolak. Paraiahli usulifikih masihi berbeda pendapatitentang 

kehujahanimaslahah mursalahi sebagai dalilihukum. Secaraiumum, 

penggunaimaslahah mursalahiini adalahi ahli usuli fiqh dariikalangan 

mazhabiMaliki dan ahliiusul lainnya yangi menganggap baiki untuk 

digunakanidalam memecahkaniproblem umatiakibat dariiperkembangan 

ilmuipengetahuan daniteknologi dewasaiini, khususnyaidalam kajianiini 

berhubunganidengan perjanjianiperkawinan.  

Sesuai dalamiUndang-undanginomor 16itahun 2019iperubahaniatas 

Undang-UndangiNomor 1i tahun 1974i tentang perkawinani pasal 7iayati1 

menyatakanibahwa perkawinanihanya diizinkaniapabila priaidan wanita sudah 

mencapai iumur 19itahun. 

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, yaitu 

dapat dijelaskan menjadi bagiana-bagian sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah hukum normatif yang merupakan sebuah 

upaya dilaksanakan untuk mengkaji sebuah hukum dari berbagai aspek yang 

mungkin dilaksanakan. Termasuk juga menggunakan pasal pasal yang 

berlaku mengenai sebuah Undang-Undang. Penelitian ini juga disebut 

dengan penelitian kepustakaan.62 

 

 

62 Abdul kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung:PT.Citra Aditya Bakti, 

2004), hlm. 102.  
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2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, 

arti kata “yuridis” yaitu suatu hukum yang dilihat melalui norma atau das 

sollen yaitu penelitian yang membahas tentang permasalahan dalam 

penelitian yang menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum tertulis atau 

tidak tertulis).63 Pendekatan dalam yuridis normatif ini mengkaji tentang 

argumen-argumen penentuan batas usia perkawinan antara laki-laki dan 

perempuan yang mengacu pada keputusan mahkamah konstitusi nomor 

22/PUU/XV/2017 yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 

2019 tentang perkawinan. 

3. Teknis Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data pada penelitian ini, yaitu terbagi menjadi dua 

teknik yang dapat dijelaskan sebagai berikut:64 

a. Data primer 

Dataiprimer adalah idata yangidihasilkan dariisumberipertama 

daniutama.65 Adapun bahan primer yang digunakan oleh penyusun dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Undang-undangiNomor 16iTahun 2019itentangiPerkawinan. 

2) PutusaniMahkamah KonstitusiiNomori22/PUU-XV/2017. 

 

 

63 https://www.scribd.com/document/329398499/Pengertian-Penelitian-Yuridis-Empiris, 

akses 24 Desember 2021. 
64 Ibid.  
65 Marzuki, Metodologi Research, (Yogyakarta: PrasetiaiWidia Pratama Yogyakarta, 2000), 

hlm. i55. 

https://www.scribd.com/document/329398499/Pengertian-Penelitian-Yuridis-Empiris
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b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data berupa dokumen-dokumen yang 

menjadi pelengkap penelitian data primer.66  Data sekunder merupakan 

suatu Teknik pengumpulan data yang dapat digunakan untuk menyusun 

tesis yang bersumber dari buku, jurnal, serta artikel yang membahasn 

mengenai argumen batas minimal usia perkawinaniantarailaki-laki 

daniperempuan. 

4. Analisis Data 

Tahapan analisis data merupakan upaya pengumpulan hingga proses 

peninjauan kembali data-data hasil penelitian. Adapunimetodeiyang 

digunakanipenyusun sebagaiiberikut: 

a. Deduktif merupakan tahapan analisis data yang digunakan untuk 

menganalisis uraian yang masih bersifat umum, setelah itu dilakukan 

penyederhanaan menjadi suatu yang bersifat khusus yaitu kesimpulan. 

b. Induktif merupakan tahapan analisis data yang digunakan dalam 

melakukan uraian dari data-data yang disajikan, menemukan, 

mengidentifikasi, mengelolah dan melakukan analisis makna hukumnya, 

kemudian di akhir melakukan penarikan kesimpulan. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penulisan merupakan suatu persyaratan karya ilmiah yang 

digunakan untuk mengetahui pembagian dalam penelitian. Sistematika dalam 

pembahasan terbagi menjadi 3 bagian yaituibagianiawal, bagianiinti, dan 

 

66 W. Gulo,  Metodologi penelitian, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), hlm. 105. 
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bagianiakhir. Dalam penelitian ini dilakukan pembahasan dengan  rumusani 

masalah yangi menjadi ipokok penelitiani dalam penulisan itesis iniiakan 

disusunike dalamilimaibabiyaitu: 

Babipertama, merupakanipendahuluan yangiberisi tentangipemaparan 

latari belakangi masalah, rumusani masalah, tujuanidan kegunaanipenelitian, 

telaah pustaka, kerangkai teoritis, metodei penelitian danisistematika 

pembahasan. 

Babikedua, memaparkan tentang regulasi batas usia perkawinan antara 

laki-laki dan perempuan yang mengacu pada putusan mahkamah konstitusi 

Nomor: 22/PUU/XV/2017 dan dilanjutkan membahas tentang Undang-Undang 

No.16iTahuni2019itentang perkawinan. Terdapatidua pembahasaniyaitu batas 

usiaiperkawinan putusaniMahkamah KonstitusiiNomor 22/PUU/XV/2017idan 

batasi usia perkawinani Undang-Undang No.16 Tahun i2019i tentang 

Perkawinan. 

Babiketiga, dalamibab ini mendeskripsikanimengenaiiargumen-argumen 

penentuanibatas usia perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 

22/PUU/XV/2017 dan Undang-undang Nomor: 16 Tahun 2019 tentang 

Perkawinan, terdapat dua pembahasan yang pertama yaituiargumen-argumen 

penentuan batas usiaiperkawinan dalamiputusan MahkamahiKonstitusi Nomor 

22/PUU/XV/2017i dan keduai membahas mengenaii argumen-argumen 

penentuan batas usiaidalam Undang-UndangiNomor 16iTahun 2019itentang 

perkawinan. 

Babikeempat, merupakanipokok dariipembahasan yaitu membahas 

mengenai analisis maslahah mursalah terhadapi argumen-argumen penentuani 

batas usiai perkawinan dalami Putusan Mahkamahi Konstitusii Nomor 
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22/PUU/XV/2017idani Undang-Undang Nomori 16 Tahuni 2019i Tentang 

Perkawinan. 

Babikelima, merupakani bab terakhiri atau penutupiyangiberisi 

kesimpulani dani saran, kesimpulani yaitu jawabani dari rumusanimasalah, 

sedangkanisaran ialahiberisi usulanimaupun saraniyang dipandangiperlu. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Argumen menjadi salah satu alasan kuat yang dapat menjadi penentu 

dalam memutuskan masalah karena argumen akan menjadi bagian dalam 

pertimbangan penting. Sesuai dengan kajian dalam penelitian ini, menunjukkan 

bahwa: Pertama, argumen menjadi salah satu dasar yang dapat menguatkan 

penerapan aturan hukum, khususnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor:22/PUU/XV/2017 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

Perkawinan sehingga ditemukan pandangan yang lebih komprehensif dalam 

memandang sebuah pokok masalah. Kedua landasan hukum ini saling 

melengkapi, meskipun pada akhirnya batas usia minimal yang ditentukan yaitu 

19 tahun.  Kedua, dalam perspektif maslahah mursalah konsep ini dapat 

mendorong aspek manfaat. Argumen yang ada mengenai penentuan batas usia 

perkawinan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU/XV/2017 

dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pada dasarnya 

semata-mata dilaksanakan untuk mencapai kemaslahahan. Khususnya dalam 

kajian ini mengkomparasikan pandangan argumen serta konsep maslahah yang 

terfokus dalam aspek kesehatan, psikologis, dan sosiologis seseorang yang 

dipengaruhi oleh faktor usia.  

 

B. Saran 

Kajian dalam penelitian ini sebatas membahas mengenai argumen-

argumen penentu batas usia perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor:22/PUU/XV/2017 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang 
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Perkawinan. Sehingga hasil penelitian ini dalam pandangan yang sempit masih 

menyisakan celah yang dapat dikaji dan dikembangkan mengenai fenomena atas 

penentu batas usia pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang terjadi di 

Indonesia dengan menggunakan berbagai macam pendekatan lainnya yang ada.  
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